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1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan keanekaragaman suku, budaya
dan adat istiadatnya.! Masyarakat adat di berbagai daerah mempunyai sistem hukum
yang berbeda dengan hukum negara, yang dikenal dengan hukum adat.2 Hukum adat ini
telah berkembang selama berabad-abad dan masih memegang peranan penting dalam
kehidupan bermasyarakat, terutama dalam menyelesaikan perselisihan yang timbul

! Ramot Peter and Masda Surti Simatupang, “Keberagaman Bahasa Dan Budaya Sebagai Kekayaan Bangsa
Indonesia,”  Dialektika: Jurnal Bahasa, Sastra Dan Budaya 9, no. 1 (2022): 96-105,
https://doi.org/10.33541/dia.v9i1.4028.

2ni Luh Ariningsih Sari, “Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat (Dalam Perspektif
Negara Hukum),” Ganec Swara 14, no. 1 (2020): 439, https://doi.org/10.35327/gara.v14i1.119.
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antar warga masyarakat adat.3 Sengketa adat dapat meliputi berbagai macam masalah,
seperti konflik tanah, warisan, perkawinan, dan masalah sosial lainnya yang diselesaikan
dengan norma-norma setempat. Namun, efektivitas penyelesaian sengketa melalui
pengadilan adat masih menjadi perdebatan.*

Peradilan adat sering kali menjadi pilihan utama bagi masyarakat adat untuk
menyelesaikan sengketa di antara mereka. Hal ini karena peradilan adat dianggap lebih
sesuai dengan nilai dan norma setempat, se anggap lebih cepat dan terjangkau daripada

penyelesaian sengketa tidak hanya berfok -aq ada hukuman, tetapi juga pada pemulihan
hubungan sosial yang pu aki . Namun, /b pa pertanyaan muncul
ar efektif dan ad

tantangan utama adalah bagaimarna ' e tusan pengadilan adat tidak

bertentangan deng i berkaitan dengan hak asasi
manusia. Hal ini i 3 ghormati Kearifan lokal dan
memastikan bahwa prfisip-prinsip I YEkS =

Peradilan adat memiliki beberap i dibandingkan dengan peradilan umum,

antara lain kemampuannya dalam menyelesa engketa demgan lebih cepat dan
sederhana, karena tidak terikat cengaa_ne_p.tresedur ang rumit seperti pada peradilan
umum. Selain itu, putu an yang dibuat olen pengadilan adat biasanya lebih dapat
afs bersehoketa karena dirasa lebih dekat dengan norma

a. Dalam hal ini, pengadilan
adatjuga lebih mampu menjaga ker am masyarakat adat dibandingkan
dengan pendekatan pengadilan negara yang lebih bersifat retributif.é

% Takwim Azami, “Dinamika Perkembangan Dan Tantangan Implementasi Hukum Adat Di Indonesia,” Jurnal IImu
Hukum QISTIE 15, no. 1 (2022): 42, https://doi.org/10.31942/jqi.v15i1.6487.

4 Naufal Riski, Shafarra Octaviyanda, and Wilson Fernando, “Implementation of Customary Law in Settlement of
Land Disputes in Indonesia,” QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia 2, no. 2 (2023): 1351-56,
https://doi.org/10.57235/qistina.v2i2.1301.

® Stella Stella, “Pengaruh Hukum Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Adat Di Pengadilan Hukum Adat,” Jurnal
Hukum Dan HAM Wara Sains 2, no. 09 (2023): 894-903, https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.658.

6 Tody Sasmitha Jiwa Utama and Sandra Dini Febri Aristya, “Kajian Tentang Relevansi Peradilan Adat Terhadap
Sistem Peradilan Perdata Indonesia,” Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 27, no. 1 (2015):
57, https://doi.org/10.22146/jmh.15910.
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Meskipun memiliki sejumlah keunggulan, peradilan adat juga menghadapi sejumlah
tantangan yang signifikan. Salah satu tantangan utamanya adalah potensi bias atau
ketidakadilan, terutama ketika proses penyelesaian sengketa dilakukan oleh pihak-
pihak yang memiliki kepentingan atau kewenangan yang kuat dalam masyarakat adat.
Selain itu, peradilan adat sering kali tidak memiliki dokumentasi yang baik, sehingga
keputusan sulit ditinjau atau diverifikasigHal ini juga mempersulit pengintegrasian
putusan peradilan adat dengan sistem A, nasional, yang mensyaratkan adanya
kepastian dan kejelasan hukum_dalam setiap putusa

Berikut bentuk sanksi hdkum adat .@ uk perkara pidana adat di Desa Lawe
Sempilang, apabila pelapggasannya ringan sampai sedafigsmenurut perkiraan MAA

da sebesar 16 cuut atau kecil (Rp. 160:0 00) bagl orang mlskln

dikenakan denda sebesar 32 cuu 1 . agi iskin, menengah (Rp.
320.000) bagi orahg menenga . . 32.000.000) bagi

setempat dikenakan denda sebegai 4:000) bagi fakir
(Rp 640.000) bagi golonga RN e Rp 64.200
kaya/raja atau sesuai pertimba . \di dalam hal t
pihak yang dirugikan m€nerima 2 ' /3 untuk
para pihak berkenaah dengan penye 3 nidana adat.

Hal ini juga berlaku di Desa Lawe Sempilan camatan LaweAlas, Kabupaten Aceh
Tenggara, dimana setelah penulis umgullkanq:;alda aurun wakt sengketa antara tahun
2024, sedikitnya terdapat 3 (tiga) SENgReEta 2 qaCyAme ah diSelesaikan di pengadilan
adat di desa tersebut. Pet jugd Hienémulah bahwa i desa tersebut telah dibuat
peraturan bersama apabilase anggaran adat, yaitu barang
siapa yang melakukan pencurian d - empllang, Kecamatan Lawe Alas,
Kabupaten Aceh Tenggara dan terbukti bersalah akan dikenakan denda (Rp. 5.000.000).

Akan tetapi dalam pelaksanaanya dari ketiga sengketa adat yang telah diselesaikan
dan diputus di desa tersebut tidak ada satupun yang dilaksanakan dengan cara
melaporkan ke kantor polisi setempat dan hal ini tentu bertolak belakang dengan
pendapat yang menyatakan bahwa peradilan adat lebih dapat diterima di tengah
masyarakat. Akan tetapi pakta tersebut sangat berbeda dan disisi lain ada beberapa
faktor yang menurut hemat penulis menyebabkan masyarakat di Desa Lawe Sempilang
Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara tidak melaksanakan putusan
pengadilan adat tersebut antara lain karena seperti pada kasus pertama putusan
pengadilan adat memberikan putusan sesuai denda MAA setempat tidak menyesuaikan
kerugian yang dialami korban sehingga korban tetap mengalami kerugian dan kasus
kedua dan ketiga tidak adanya kepastian hukum yang mengatur peraturan adat yang

niskin, menengah
000) bagi orang
ndak pidana adat,
epentingan proses dan

3
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dibentuk oleh Desa Lawe Sempilang seperti aturan denda (Rp. 5.000.000) apabila
terbukti melakukan pencurian.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah,
maka pihak yang diberi hak atau kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri
diharapkan mampu melaksanakan peraturan sesuai dengan norma yang berlaku dan
tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang gelah berkembang di daerahnya.” Sementara

ya, yaitu budaya®dan adat istiadat Islam, terbukti
@ gatur perundang-undangan yang pada
ang dijadikansdasar penyelesaian masalah
enunjang kewenangan yang telah diberikan
oleh Pemerintah Pusat khususn 0 yang diberi, kewenangan untuk
mengatur daerahnya sendiri tertuang : ang-Undang Nomor 18 Tahun 2001
tentang Otonomi Khusus, bagi [ stimewa Aceh. Sebagai Provinsi
Nanggroe Aceh

dengan diberlakukannya qa
prinsipnya bersumber d

dan penyebarluasan adat
sebagai bagian yang tidak

berupaya untuk meningka
istiadat yang telah ada
terpisahkan dari adat istiada
tokoh adat yang profesional sesua disi dan kebutuhan masyarakat di
daerah, meningkatkan penyebarluasan adat istiadat Aceh ke dalam masyarakat melalui
keureja udep (karya hidup) dan keureja mate (karya mati), pemunculan kreatifitas dan
media yang dijalankan telah diatur dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Majelis
Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Maka untuk memperkuat Dewan Adat Aceh di Tingkat Provinsi maka dibentuklah
Dewan Adat Aceh di tingkat Kabupaten salah satunya Kabupaten Aceh Tenggara dan

" Andik Wahyun Muqoyyidin, “Pemekaran Wilayah Dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia: Konsep,
Fakta Empiris Dan Rekomendasi Ke Depan,” Jurnal Konstitusi 10, no. 2 (2013).

8 Kurniawan, “Implementation of Special Government Authority Based on Law No. 11 of 2006 on the Aceh
Government,” Yustisia 5, no. 2 (2016): 231-55.
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untuk menindaklanjuti hal tersebut maka disusunlah Peraturan Bupati Aceh Tenggara
Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan
Adat dan Perdata. Sementara itu peran dan fungsi Dewan Adat Aceh Kabupaten Aceh
Tenggara semakin maju, sehingga Dewan Adat Aceh Kabupaten Aceh Tenggara telah
banyak memberikan sumbangsih bagi kehidupan masyarakat.

Bahwa setelah terbentuknya Dewan gAdat Aceh yang berkedudukan di tingkat
Provinsi Aceh dan mempertimbangkansperbedaan Budaya Adat yang melekat dalam
kehidupan masyarakat di daesali Aceh, maka Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota
membuat peraturan-peratural untuk me ;2-, suaikan dah menindaklanjuti Qanun Aceh
Nomor 3 Tahun 2004 tept@figyPembentukan;Susunan Orgafiisasi dan Tata Kerja Dewan
Adat Aceh dan dalam gangka melengkapi gahun terseb , Qantin Aceh Nomor 9 Tahun
2008 tentang Pembinaan Kehidup Tertib Adat dam gqanun tersebut pada

Pasal 4 qanun infimemberikan ke r dan membina
kehidupan adat di desa yang k mendukung hal
tersebut, Bupati Kabupaten Aceh gara ‘me p' peraturan berupa Peraturan
Bupati Aceh Tengga ; lenggaraan Tata Tertib Adat

juga dengan penellt an hukum S 1T engumpul datanya. Penelitian
S enga atan terhadap perilaku
s dan dialami oleh setiap

nyata yang tampak seba ai u ge-;al-a smsml-yang t-ldak
individu dalam kehidupa A 3
penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian lapangan yang
mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang sebenarnya terjadi dalam
masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk mengamati penerapan hukum positif dalam
kehidupan bermasyarakat sehari-hari.?

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum sosiologis. Pendekatan
hukum sosiologis adalah menganalisis bagaimana reaksi dan interaksi terjadi ketika
sistem norma bekerja dalam masyarakat. Metode ini dibangun sebagai perilaku
masyarakat yang bijaksana, terlembagakan, dan terlegitimasi secara sosial. Dengan

® Mustafa, Metodologi Penelitian Hukum: Aplikasi Teknologi Dan Pendekatan Multidisiplin (Purbolinggo: Cv.Eureka
Media Aksara, 2024).
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kata lain, pendekatan ini mencoba melihat bagaimana masyarakat mempengaruhi
hukum, dan bagaimana hukum mempengaruhi masyarakat.10

Penelitian hukum empiris dilakukan dengan tujuan untuk memberikan data yang
akurat tentang manusia, situasi, atau fenomena lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk
mengkaji proses penyelesaian sengketa adat di Desa Lawel Sempilang, Kecamatan Lawel
Alas, Kabupaten Aceh Tenggara. Pendekatapgyang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan sosiologi hukum. Sosiologi huKum merupakan pendekatan yang menganalisis
bagaimana hubungan dan interaksi*terjadi ketika suat@msistem norma atau aturan hukum
diterapkan dalam kehidupan fmasyaraka ‘; endekatan Jini membantu untuk melihat
bagaimana hukum berfungsi@alam konteks sosial sehari-ha

Penelitian ini méngumpulkan data dati dua sumber utama yaitu data primer dan
ara dan pengamatan
ewakilinya, warga

a. Sedangkan data

ywancara, observasi,
riptif kualitatif ini

Teknik peng
dan dokumentasi.

ni meliputi
metode des

pasca peradilan adat di
Desa Lawe Simpilang Kecd ‘T‘W Tenggara dari Al-Sulthah
Al-Qadhaiyyah. Analisis ini bertujuanuntu permasalahan yang muncul dalam
sistem yang bekerja dalam peradilan adat dalam menyelesaikan penyelesaian adat di
Desa Lawe Simpilang Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara, sehingga dapat
disimpulkan efektivitas penyelesaian penyelesaian adat melalui peradilan adat dalam
studi di Desa Lawe Simpilang, Kecamatan Lawe Alas , Kabupaten Aceh Tenggara.

10 Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita, Penelitian Hukum (Malang: Setara Press, 2022).
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3. Analisis dan Pembahasan

1. Ruang Lingkup Penyelesaian Sengketa Adat

Keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia diakui secara konstitusional
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Perubahan ke-4 Pasal 18B ayat
(2): “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat
beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang h.hidup dan sesuai dengan perkembangan
masyarakat dan prinsip Negara Kesa i anesia yang diatur dalam Undang-
Undang.” Pada tataran prakti ndang Dasar 1945 yang
memperkenalkan Hak Mer ak Ulayat, Hak Ketuhanan

fan masyarakat hukum adat juga
1999 tentang Hak Asasi Manusia

dang-Undang
atur dalam Pasal 6

Melihat keten €
tentang Pembinaan Kéhi j ladat, ikitnya rdapat 18 (delapan

perselisihan antarwarga, khalwat ime us'dk'n' §Et5elisihan tentapg hak milik, pencurian
dalam keluarga (pencugian ec113,xpe;sqh§1ha,n ytentq waris, pencurian Kkecil,
pencurian ternak, pelanggaiaissadatmistiadatminiengei I ternak, pertanian, dan

: eniganiayaan kecil, pembakaran
hutan (dalam skala kecil yang merugikan asyarakat adat), pelecehan, fitnah,
penghasutan, dan pencemaran nama baik, pencemaran lingkungan (skala kecil),
pengancaman (tergantung jenis ancamannya); dan perselisihan lain yang melanggar
adat istiadat dan adat istiadat. 11

1 Dicky Armanda, Yusrizal Hasbi, and Romi Asmara, “Strategi Penerapan Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum
Jinayah Di  Aceh,” Asia-Pacific Journal of Public Policy 7, no. 1 (2021): 18-28,
https://doi.org/10.52137/apjpp.v7il.59.
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1. Kewenangan Lembaga Peradilan Adat Dalam Menyelesaikan Sengketa Adat
Melalui Peradilan Adat

Kewenangan Lembaga Peradilan Adat dalam menyelesaikan sengketa adat di
Kabupaten Aceh Tenggara, sebagaimana di banyak daerah lain di Indonesia, melibatkan
mekanisme khusus yang memanfaatkan lembaga adat. Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh
Tenggara memiliki peran penting dalam ini, terutama dalam konteks penerapan
hukum adat yang berlaku di Aceh

Berikut ini kewenangan ya

Aceh Nomor 10 Tah

ra Peradilan Adat dalam Qanun

4, dan beberapa langkah

Kabupaten A : Aceh Tenggara
Nomor 21 Ta ¢ dan Penyelesaian

agai berikut:

CKepaIa Desa Melaksana
Tugasnya dengan melaku
Perlindungan Pihak yang
bersengketa;

®Pembahasan Perkara dengan
Perangkat Desa;

anda tanganan hasil
an Peradilan Adat;

aksanaan putusan dan

Proses Pengaduan o o Setlah di Putus Kepala
Para Pihak ke Aparat desa Para Pihak
Desa (Kepala Desa) Melaksanakan

Bahwa berdasarkan hasil penelitian penulis melalui observasi lapangan dalam kurun
waktu tahun 2024, setidaknya terdapat 3 (tiga) sengketa adat yang telah diselesaikan
melalui peradilan adat di Desa Lawel Selmpilang Kecamatan Lawel Alas Kabupaten Aceh
Tenggara, antara lain:
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1 2 3 4 5

1 | Korban Kejahatan/pencurian 4 Pengadilan Adat memutuskan | Sesampainya di
berinisial S bebek ahwa A terbukti bersalah dan | kantor polisi,
dan pelaku hukuman denda serta [ mereka

berinisial A. ayar uang pengganti | mengembalikan
00.000,- (satu juta | kasus tersebut

i i | ke pihak desa
karena kasus
tersebut masih
dalam
yurisdiksi
pengadilan
adat.

milik A
| denge belum puas
an perkara

2 | Inisial Diselesaikan di
korban ebesar Rp 5.000.000,- kantor polisi
adalah A dan (lima juta rupiah), namun P tidak [ atau
inisial pelaku mengakui denda tersebut karena | diselesaikan
adalah P. P merasa hanya terjadi salah secara damai

paham. P menjelaskan bahwa dalam keluarga.
dirinya dulu sering mengambil
pinang melewati batas kebunnya
karena kebun tersebut
sebelumnya adalah milik
saudaranya dan ia telah diberi
izin untuk mengambilnya. Namun,
ketika P mengambil pinang
seperti biasa, yaitu melewati
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batas kebunnya, pemilik kebun
yang baru melaporkan kejadian
tersebut kepada Kepala Desa
Lawel Selmpilang. Sebelumnya
pihak desa telah memberikan
olusi untuk berdamai, namun A
p menginginkan P didenda.

3 | Inisial Polisi
korban kembalikan
adalah Z da kasus ke
inisial pelak pengadilan adat
adalah P.

Tabel diatas mepunjukkan )ah%‘tgrm3 yerkara yang terjadi di Desa Lawe
Sempilang tidak ada satupun y. pengadilan adat, menurut penulis ada
beberapa perkara yang denda MAA'I setelhpht"‘tldai‘k bfektifdalam proses penyelesaian di
pengadilan adat Desa Lawe umwwf 1 1per ara pertama pada tabel yaitu sebelum
berlakunya peraturan tersebut di Desa e pilang denda sebesar 5.000.000,- (lima
juta rupiah) pada perkara pencurian. Artinya putusan pengadilan adat yang lama masih
digunakan dimana pelaku dikenakan denda sebesar 16 atau dikonversi menjadi
1.600.000,- (satu juta enam ratus rupiah). Belum lagi membayar biaya perkara sebesar 1/3
sedangkan 2/3 diberikan kepada korban, pada putusan pengadilan adat putusan MAA
setempat tidak disesuaikan dengan kerugian korban sedangkan kerugian korban lebih dari
1.000.000,- (satu juta) artinya korban masih mengalami kerugian maka dari itu pihak
kepolisian melayangkan surat untuk meninjau kembali kerugian korban.

Sementara itu, perkara kedua dan ketiga di Desa Lawe Sempilang telah menerapkan
peraturan bersama bahwa apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran yaitu
pencurian akan dikenakan denda sebesar 5.000.000 (lima juta rupiah). Denda tersebut
belum tepat dalam proses penyelesaian di pengadilan adat karena aturan yang dibuat
belum diformalkan oleh Majelis Adat MAA Aceh Kabupaten Aceh Tenggara dan Muspika di

1
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wilayah kecamatan (Camat, Kapolsek, Danramil) sehingga putusan tersebut masih menjadi
kendala dalam proses penyelesaian perkara.

2. Proses Pengajuan Perkara ke Pengadilan Pasca Putusan Pengadilan Adat
Ditinjau dari Siyasah Qadhaiyah

Dalam proses pengajuan perkara kegpengadilan pasca putusan pengadilan adat
di Desa Lawel Selmpilang pada dasé ama seperti pada umumnya, yakni
masyarakat mengajukan perkard ke pengadilan. ARan tetapi yang membedakannya
adalah jenis perkara yang fdiajukan, q‘&w ah perkara tersebut termasuk dalam
kategori perdata atau pidaha: Jika kita lihat pada perkara®yang tidak dilaksanakan
oleh masyarakat, hal' ini dikarenakan rangnya pemahaman masyarakat akan
pentingnya melaksanakan putusan adat. Akiba mereka tidak
melaksanakan putisan pengadila diputus.
ari upaya yang dila Kabupaten Ace
3 an Bupa
esaian Se

enggara dalam
i Aceh Tenggara
gketa Adat dan

hukum. Sebagai{seorang peminy i gapkan peraturan yang telah
dibuat dengan sebaik-baiknya, sehi ghciptakan perdamaian dalam
masyarakat dan m€mberikan da akat untuk mencapai

kemaslahatan masyarakat. Dalan , kedamaian, dan
kesejahteraan masyanakat, Pemeri ara, khususnya Majelis
Adat Aceh Kabupateny Ace enggara, melalke ukan ‘berbagai upaya untuk
mencapai kerukunan, kedamaian dan kese :;fhter n tersebut.

Jika kita cermati da C sal*18 Peraturan Bupati Aceh
Tenggara Nomor 21  Tahun ™2 Pelaksanaan  Penyelesaian
Sengketa/Perselisihan Adat dan Perdata, maka akan kita temukan bahwa putusan
pengadilan adat bersifat damai, mengikat, dan mengacu pada musyawarah untuk mufakat.
Selama putusan pengadilan adat tersebut dilaksanakan, maka menjadi kewajiban para
pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Namun apabila putusan pengadilan adat
tersebut tidak dilaksanakan oleh para pihak, maka putusan tersebut otomatis batal dan
tidak ada akibat hukum bagi para pihak yang bersangkutan.

Kemudian dapat diketahui bahwa peraturan pelaksanaan yang dikeluarkan oleh
Bupati Aceh Tenggara yaitu Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 21 Tahun 2015
merupakan salah satu bentuk keseriusan pemerintah Aceh Tenggara untuk menjamin
kepastian hukum dan berupaya menjaga serta memelihara eksistensi adat istiadat
khususnya di bidang hukum adat di Kabupaten Aceh Tenggara. Dengan demikian dapat
dikatakan bahwa peraturan tersebut telah sesuai dengan kriteria suatu peraturan dalam
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Figih Siyasah, berikut uraian penulis mengenai kriteria tersebut yaitu:
a. Sesuai dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.
b. Menjunjung tinggi persamaan kedudukan manusia dihadapan hukum dan
pemerintahan (al-musawah).
c. Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat.
d. Menciptakan kemaslahatan dan memcegah kemudharatan
e. Tidak memberatkan masyarakat '

Dari uraian di atag dapatidiketahui | erintah Aceh Tenggara
na kehidupan adat asya akat Kabu aten Aceh Tenggara
i al ini i tujuan dibuatnya

peraturan ter ’ i qin |adala uk menciptak m kemaslahatan,
menghindari kemudharatan, da emberika yastian hukum. Kemudian dalam
pelaksanaan suatu peraturag dapat terwujud dengan baik
masyarakat juga harus t raturan yang dibuat oleh
pemerintah. Untuk mencap nduk dan patuh

kepada pemimpih, iman - 2 an Allah SWT dalam Al-Qur'an
Surat An-Nisa Ayat69

Artinya: "Hai orang-orangsyaigsbe imanptaatitasAiiah’dan taatilah Rasul-Nya dan
ulil amri (pemimpin-pen 2rku antara kamu. Kemudian jika kamu
berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an)
dan Rasul-Nya (Sunnah). Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka
yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An-Nisa:
59).12
Berdasarkan ayat di atas, maka sebagai manusia khususnya umat Islam, kita
wajib untuk taat atau patuh kepada ulil amri. Yang dimaksud dengan ulil amri adalah
mereka yang memegang kekuasaan, seperti pemimpin atau pejabat pemerintahan.
Yang dimaksud dengan ulil amri adalah kita wajib untuk taat dan hormat agar
tercapai kemaslahatan yang hakiki. Manusia juga wajib untuk tunduk dan patuh
kepada pemimpin, sekalipun pemimpin tersebut adalah seorang hamba atau budak.

12 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran Terjemahan (Semarang: Cv. Toha Putra, 1989).



ver
£ J]L"‘§‘

JUIINAI. JUST ISI

Universitas Buana Perjuangan Karawang
Vol.
Submit: Revised: Published:

Hal ini mengajarkan bahwa ketaatan kepada pemimpin yang sah sangatlah penting
untuk tercapainya ketertiban, kesejahteraan dan kemaslahatan manusia.

Akan tetapi kenyataan di lapangan berbeda, dimana putusan pengadilan adat
lebih sering tidak dilaksanakan karena peraturan adatnya masih terdapat kendala
dalam proses penyelesaian perkara. Misalnya di Desa Lawe Sempilang, setiap orang
yang terbukti melakukan pencurian akamydikenakan denda sebesar Rp. 5.000.000,
yang menyebabkan putusan pengadildn adat tidak dapat dilaksanakan Apabila

dipatuhi dan dilaksanakan ole akat, atau peraturan tersebut tidak
dilaksanakan oleh masyarakat. Di Desa Lawe Sempilang, Kecamatan Lawe Alas,
Kabupaten Aceh Tenggara telah berlaku peraturan adat, dimana siapa saja yang
melanggar ketentuan adat di desa tersebut akan diadili melalui peradilan adat.
Selain itu, Desa Lawe Sempilang, Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara
telah menerapkan penyelesaian sengketa alternatif, yaitu melalui pengadilan adat
yang bersumber dari Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 21 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Perdata. Setidaknya
terdapat 18 sengketa adat yang dapat diselesaikan melalui pengadilan adat, antara
lain: sengketa dalam rumah tangga, sengketa antar keluarga terkait faraidh, sengketa
antar warga, khalwat melusum, sengketa hak milik, pencurian dalam keluarga
(pencurian ringan), sengketa warisan, pencurian ringan, pencurian ternak,
pelanggaran adat terkait ternak, pertanian, dan kehutanan, sengketa di laut, sengketa
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di pasar, penganiayaan ringan, pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan
masyarakat adat), pelecehan, fitnah, penghasutan, dan pencemaran nama baik,
pencemaran lingkungan (skala kecil), pengancaman (tergantung jenis ancaman), dan
sengketa lain yang melanggar adat dan hukum adat.13
Pada tahun 2024, terdapat tiga kasus sengketa adat yang dihimpun oleh penulis
dan diputus di Desa Lawe Sempilang, gKecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh
Tenggara. Ketiga kasus tersebut terkai gam,pencurian, yang diperiksa dan diputus
melalui putusan perdamaianPalam putusan terSebut, terdakwa dijatuhi denda.
Namun, karena pelanggar sengketa r@ tidak sanggup membayar denda yang
ditetapkan, akhirnya korbah,melaporka sus terseb &pihak kepolisian.
Melihat dari ketiga engketa adat yan alah diputus dan diuraikan oleh penulis di
< alo ang telah dijelaskan sebelumnya,
sanakannya aturan tersebut

DEe

g'Sejalan dansdibahas adalah Siyasah
fan kepastian hukum sebagai tujuan
bubakar tentang lyasah al-qadhaiyyah

oleh negara yang meru 3 VR Rt oan_ya i ]ukan untuk menegakkan
hukum syariah.

Jaminan tersebut mengandung @ enting yang membebaskan lembaga
peradilan dari campur tangan wilayah kekuasaan lain, sehingga penerapan hukum
Islam dapat dilaksanakan secara adil, objektif, dan tanpa intervensi, sebagaimana
dikemukakan Abu Hanifah. Jaminan peradilan yang dimaksud bertujuan agar
pengambilan keputusan penerapan hukum berdampak pada kepastian hukum warga
negara yang sejalan dengan tujuan hukum Islam (maqashid al-syari'ah). Al-Syathibi
membagi tujuan syariat menjadi dua kategori, yaitu berdasarkan rumusannya (syari')
dan berdasarkan pelakunya (mukallaf). Secara lebih rinci, al-Syatibi mengungkapkan
dalam penelitiannya bahwa terdapat empat hal yang terkandung dalam maqashid al-
syari'ah, meliputi.

13 Armanda, Hasbi, and Asmara, “Strategi Penerapan Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah Di Aceh.”
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Tujuan utama syariat adalah kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.
Syariat merupakan ketentuan yang harus dipahami.

Syariat merupakan hukum taklifi yang harus dijalankan.

Syariat bertujuan untuk membawa manusia agar tunduk di bawah naungan
hukum.

Keempat syarat yang dikemukakan alsSyatibi di atas memiliki unsur kepastian
hukum bahwa segala persoalan masyar@kat®dan negara harus sesuai dengan aturan
hukum. Putusan pengadilan adat¥ang tidak dilaksafiakan dapat dianggap melanggar
asas-asas magqashid al-syaritah di ata ‘ isalnya ok
pengadilan adat hanyagfiémberikan putiisan sesuai defigan denda MAA setempat,
tidak menyesuaikan kérugian yang diala orban, sehingga Korban tetap mengalami

' » iga, tidak adanya kepastian hukum

oo o

eraturan adat yang dite aLawe Sempilang, seperti denda
(Rp. 5.000.000) bagi mereka I, an, menambah
ketidakpastian térsebut.

el Alas, Kabupaten
ak yang mengabaikan
e peradilan umum
ang tercantum dalam

melalui peradilan adat )
Aceh Tenggara, belun 2na masih bany

p melanjutka

putusan peradilan adat I peradilan adat hanya sebagai
alternatif, bukan kewajiba ati Aceh Tenggara Nomor 21
Tahun 2015 tentang anyelenggaraag eradiia \dat dan Penyelesaian

namun pada kenyataannya, siapa saja d apat melanjutkan ke tingkat peradilan umum,

baik dari pihak pelaku maupun korban.

Proses pengajuan perkara ke pengadilan pasca putusan pengadilan adat di Desa
Lawel Selmpilang, Kecamatan Lawel Alas, Kabupaten Aceh Tenggara sama seperti pada
umumnya masyarakat yang mengajukan perkara ke pengadilan. Yang membedakannya
adalah jenis perkara yang diajukan, apakah perkara perdata atau pidana. Jika kita lihat
pada perkara pencurian yang telah diputus putusan pengadilan adat berupa
penyelesaian secara damai, dimana pelaku diharuskan membayar denda kepada pihak
yang dirugikan, namun karena pelaku tidak sanggup membayar denda, maka korban
tetap melaporkannya ke pihak kepolisian. Dalam perkara ini jika ditinjau dari fiqih
siyasah yang terkait dengan penelitian ini, maka hal tersebut termasuk dalam kategori
Siyasah Qadhaiyah.
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Pada perkara pertama putusan pengadilan adat menjatuhkan denda sesuai dengan
ketentuan yang berlaku di MAA setempat, namun tidak mempertimbangkan kerugian
yang dialami korban, sehingga korban tetap menderita kerugian. Pada perkara kedua
dan ketiga tidak ada kepastian hukum yang mengatur peraturan adat yang dibuat di
Desa Lawel Sempilang seperti peraturan denda (Rp. 5.000.000) jika terbukti melakukan
pencurian. Padahal dalam pembuatan pepaturan seperti peraturan desa yang dibuat

dihasilkan memiliki kepastia
agar peraturan desa sesué@

a secara sah. Hal ini penting
ddhaiyah yang menekankan

Armanda, Dicky, Y
2014 Tentang
(2021): 18-28

Azami, Takwim. “
Indonesia.”

Danun No. 6 Tahun
blic Policy 7, no. 1

gasi Hukum Adat Di
1 (2022): 42.

Departemen Agama Republik Indor esta, /2 erje . arang: Cv. Toha Putra,

Eka N.AM Sihombingdan f ita. Penelitian Hukum.Malang: Setara Press, 2022.

: 2" “Kajian Tentang Relevansi
Peradllan Adat Terhadap Slstem Perdata Indonesia.” Mimbar Hukum -
Fakultas Hukum  Universitas Gadjah Mada 27, no. 1 (2015): 57.
https://doi.org/10.22146/jmh.15910.

Kamarusdiana. “Qanun Jinayat Aceh Dalam Perspektif Negera Hukum Indonesia.” Ahkam
XVI, no. 2 (2016): 151-62.

Kurniawan. “Implementation of Special Government Authority Based on Law No. 11 of 2006
on the Aceh Government.” Yustisia 5, no. 2 (2016): 231-55.

Mufidah, Rizal Maulana, and Lia Fauziyyah Ahmad. “Peradilan Adat Sebagai Kerangka
Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Indonesia.” Mizan:Journal of
Islamic Law 6, no. 2 (2022): 227-44.

Mugoyyidin, Andik Wahyun. “Pemekaran Wilayah Dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi Di

1




JURNAI. JUSTISI

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Ip |ssu zsza zssa

Universitas Buana Perjuangan Karawang
Vol.
Submit: Revised: Published:

Indonesia: Konsep, Fakta Empiris Dan Rekomendasi Ke Depan.” Jurnal Konstitusi 10, no.
2 (2013).

Mustafa. Metodologi Penelitian Hukum: Aplikasi Teknologi Dan Pendekatan Multidisiplin.
Purbolinggo: Cv.Eureka Media Aksara, 2024.

Peter, Ramot, and Masda Surti Simatupang
Kekayaan Bangsa Indonesia.” Dialekti
(2022): 96-105. https://doi.on

Riski, Naufal, Shafarra Octaviya
Law in Settlement
Indonesia 2, no. 2

SARI, NI LUH ARINM

Keberagaman Bahasa Dan Budaya Sebagai
al Bahasa Sastra Dan Budaya 9, no. 1
4028.

“Implementation of Customary
LINA: Jurnal Multidisiplin
gistina.v2i2.1301.

erhadap Masyarakat

Hukum Adat : 0. 1 (2020): 439.
https://doi.o

Stella, Stella. “Pen dat Di Pengadilan
Hukum Adat. (2023): 894-903.

https://doi.or

i |l i L

s RANIRY




